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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Llngkungan Proprnsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana teteh diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4755); 

4. Undanq-Undanq Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan fit!bas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpolismc (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang 1-.Jomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4287); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Nega-a 
(Lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Namor 5, Tarn:Ja-a­ 
Lembaran Nzgara Pepublik Indonesia Namar 4355); 

7. Llndang-Undang '\Jamar 10 -ahun 2004 tentang Dembentu!<an ::e-::a;-a­ 
Der mdanq-unda ~y3n 'Lernbaran Negara Q.epuo < Indcries a -a- - - :.---- 

a. bahwa untuk menindaklanjut1 Surat dari Menten Keuangan Nomor S-273/ 
PMK.07 I 2011 tanqqal 3 Maret 2011 tentang Penyampaian Alokasi Dana 
Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, agar Dana 
Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang telah dialokasikan untux Kabupaten 
Klaten dapat d.laksanakan, perlu melakukan mekarusrne rnendahulur 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerat, Tahun Anggaran 2011 ; 

b. bahv/a berdasarkan perttrnbanqan se!::>agaimana drrnaksud pada hu. uf a dan 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12. 
Tahun 2011 tentang Persetujuan Mendahulu1 Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Perubahan Peraturan Bupati 
Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2011 ; 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

TENTAI\G 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR \6 TAHUN 2011 

BUPATI KLATEN 

I • 



€ n:=a~-IJr.eia:ig crnor 15 Tahun 2004 tentang Pernenksean Pens;elolaa- dan 
T2-~~n;aawab Keuanqan egara (Lembaran Negara Republik Incones a 
-a ..i 20:::~ ornor 65, Tamoanan Lembaran Negar3 Repubhk Indonesia 

crnor ~~:D); 
9. u-,.:;ang-Um~;mg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ststern Perencanaan 

Pe:--oangur.an Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Jo--or 10..:, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Unoang-Und,rng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrntahan Dae rah 
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernoaran Rcpublik Indones a Negara Nomor 4437) sebeqeimena telah 
bebcrape ka': diubah tcrakhlr dengan Undanr=Undanq Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kcdua Ala•, Undang·U dang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Perner intahan Daerah ( .ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4844); 

11. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antare Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, -:-ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Pernturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
· Negerr Sipil (Lerr,baran Negara Repub rk Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, 

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sehagaimana 
telah d.ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 
tentanq Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerrntah Nomor 7 Tahun 
197 7 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negen Sipil {Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Nega~a Republ1k Indonesia Nomor 
5073); 

14. Pereturan Periierintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuanqan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran t\lcgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebeqalrnana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan ,<etiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia I\Jomor 94, Tambahan 
Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Perner.ntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stander Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Inoonesie Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemenntah l\lomor 54 Tahun 2005 ten tang Ptnjarnan Daerah 
(Lernnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No-nor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4574 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pe~1mbangan 
(Lernbaran N~gara Republ.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan LemLaran Negara Repub i< Indonesia Nomor 4576) 

2:0. Peraturan Pemer-ntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah KepaJa Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negarc Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemer•ntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesra Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan t.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemer ntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanar. M nimal (Lembaran Negara Republil<: 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan _embaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4585) 



Perubahan belar ja tersebut d a okasikan cJ1 Satuan l<'eqa F-erang"at Dae·2'1 
Dinas Pei<erjaan Umum sebaqat Be a'1ja Langsung untuk ::>~o;·.:71 
Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Rekening Belaoje Modal. 

2. Belanja 
Semula Rp. 1.299.874.211.000,00 
Bertambah Rp. 18.315.000.000,00 

Jumlah Belanja setelah Perubahan .8.Q,1.318.189.211.000,00 

Perubahan pendapatan tersebut dianqqarkan pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku 
PPKD. 

1. Pendapatan 
Semula Rp.1.218.357 .656.000,00 
Bertambah Rp. 18.315.000.000,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.236.672.656.000,00 

Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan rincian 
sebagai berikut : 

Pasal 1 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2011 

MEMUTUSKAN: 

23. =-e-:;·u-a- i?e ermtan ornor 79 Ta-u:. 2G)5 ten:ang Pedoma" oe""b "'aa" 
:a- '"'e-;awdsa- ?cnyelenggaraan :Jernenntanan Daerah t.ernbaran Negara 
-e: :J ik inconesta Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara 
=~::; 1:,h!( inconesta Nomor 4593); 

2~. o::ie:-a:uran Pernertntah l\lomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instens Pemer ntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
200c Nor.ior 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614 : 

25. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara P€merintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Perr-erintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahur. 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4737); 

26. Peraluran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2U10 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 
Jase Pemerintah; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07 /2011 tentang Pedoman Um um 
dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kabupacen Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan 
Kewenangan Urusan Pemenntahan Daerah l<abupaten Klaten; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Dae·ah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanje Dae rah .ahun Anggaran 2011; 

33 Peraturan Bupat Katen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dae rah Tahun Anggaran 2011; 

Menetapkan 



INDARWA 
BlRITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR \ S 

ERAH KABUPATF.N KLATfN, SEKRETARIS 

Diundanqkar d1 Klaten 
pada tanggal Z,.b ~uf\, 2011 

SUNARNA 

2011 
Ditetapkan d1 Klaten 
pada tanggal ?.e -:)u"1.\ 

BUPATI KLATEN, 

Agar set:ap orang mer,getahuinya, mernenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam 
Berita Daerah Kabupsten Klaten. 

Peraturan Bupati ml mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Pasal 4 

Kegiatan yang bersumber darl Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 
2011 dapat dilaksanakan mendahulul penetapan Peraturan Daerah t~ntang Perubahan Anggaran 

-Pendaperan den Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, se an;utnya akan d tampung pada 
Peraturan Daerat- tenlang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun Anggaran 2011 

Perubehan Penjabaran l\nggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
• Pasal 1, dlrinci leblh lanjut dalam Lamplran Peraturan inl. 

Pasal 3 

Pasal 2 

srse lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan -'-R~P ... ·--------- 

Jurnlah Pernblaveen netto setelah Perubahan B.p, aL.5..16,555.000.00 

b. Fengeluarar. 
Sernu'a Rp. 16.195.000 000 00 
Bertambah Rp. 

Jumlah Pengeluaran-'-se_t_e~la~h~P-e-ru~b-a~h-a_n___ Rp. 16.195.000.000,00 

3 J;ers t 
Sen u a (~p. 81.5:5.555.000,00) 
Ser; arnban R. • ~---------~ Jum 2F-- De'ls1t setelah Perubahan (BP, 81.516.555,000.00l 

• :,emb ayaa:i : 
a. Pe:1enma,m 

Sernula Rp. 97.711.555.000,00 
Bertambah RiJ. ~-,--,,........,...--=--.,..-.,..---~- Ju m I ah ?enerimaan setelah Perubahan Rp. 97. 711.555.000,00 

, r 




